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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajiaan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Umum Koperasi Pegawai
Menurut pasal 1 Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Prinsip-prinsip koperasi melandasi setiap kegiatan usahanya sebagai badan usahanya. Menurut pasal 5 Undang-undang No 25 tahun 1992, prinsip-prinsip tersebut terdiri dari: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan kerja sama antar koperasi.

Berdasarkan pasal 3 Undang-undang No 25 tahun 1992, koperasi didirikan dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Koperasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis, salah satunya adalah koperasi karyawan (kopkar) koperasi yang didirikan oleh karyawan, memiliki badan hukum sendiri, kewenangan sendiri, untuk mengatur dirinya, tidak mempunyai hubungan organisasi yang bersifat profesi apapun, dan rapat anggota yang merupakan forum kekuasaan tertinggi. (www.nakertrans.go.id)

Berdasarkan definisi koperasi karyawan di atas, dapat disimpulkan koperasi karyawan merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh karyawan dan untuk karyawan dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya dengan menjalankan unit usahanya diantaranya pertokoan, usaha simpan pinjam dan bentuk kegiatan usaha lainnya.

Unit usaha tersebut dibuka untuk melayani dan membantu keperluan anggota dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Salah satu contohnya dengan memberikan kelonggaran kepada anggota-anggotanya pada saat melakukan penjualan. Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk memperbolehkan anggotanya membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan. Penjualan dengan syarat demikian disebut penjualan kredit. Akibat dari penjualan kredit inilah yang menimbulkan piutang, yaitu tagihan atas penggunaan uang, barang atau jasa dari koperasi.

2.1.1.1 Pengertian Koperasi
Beberapa ahli telah mengemukakan berbagai pendapat tentang pengertian koperasi. Berikut ini pengertian koperasi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam bukunya Standar Akuntansi Keuangan yang disampaikan melalui PSAK Nomor 27 tentang perkoperasian yaitu:

“Koperasi adalah badan usaha yang mengatur pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.”
(2002:27)
Sedangkan menurut Nindyo Pramono yang dikutip oleh R. Sutanta R.H dalam bukunya Hukum Koperasi Indonesia menjelaskan definisi koperasi sebagai berikut:

“Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.”
(2001:1)

Berdasarkan pengertian diatas, maka koperasi merupakan badan usaha yang mengatur pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi  yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada yang bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha.

Ciri-ciri koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 adalah:

1. Koperasi adalah badan usaha yang pada dasarnya mempunyai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis.

2. Tujuan harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha koperasi dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya pada anggota.

3. Keanggotaan anggota bersifat sukarela dan terbuka serta tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, yang berarti tidak ada pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

4. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

5. Pembagian pendapatan atau Sisa Hasil Usaha dalam koperasi ditentukan berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggotanya adalah terbatas artinya tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar dan tidak berdasarkan atas besarnya modal yang diberikan.

2.1.2 Piutang Usaha
2.1.2.1 Pengertian Piutang Usaha
Piutang usaha merupakan salah satu akun yang timbul dikarenakan adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang usaha juga dapat terjadi karena adanya peminjaman sejumlah uang dari pihak debitur kepada kreditur. Piutang usaha juga merupakan segala tagihan dari penjualan barang-barang atau jasa yang dilakukan secara kredit oleh perusahaan.
Menurut Soemarso dalam bukunya Akuntansi Suatu Pengantar, piutang usaha dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Piutang Usaha yaitu aktiva lancar dimana perusahaan memberikan kelonggaran untuk membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan.”
(2002:365)


Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan, biasanya dalam bentuk memperbolehkan para pelanggan tersebut membiayai kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan. Penjualan dengan syarat demikian disebut penjualan kredit.


Sedangkan pengertian Piutang Usaha menurut Henry Simamora dalam bukunya Basis Pengambilan Keputusan Bisnis adalah sebagai berikut:

“Piutang Usaha merupakan klaim yang muncul dari penjualan barang dagangan atau jasa yang tidak didukung oleh surat tertulis.”
(2000:228)

Dikemukakan pula oleh Zaki Baridwan dalam bukunya Intermediate Accounting bahwa piutang usaha yaitu:

“Piutang Usaha menunjukkan piutang yang timbul dari penjualan barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkan perusahaan.”
(2000:124)

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa piutang usaha merupakan tagihan dari pihak kreditur kepada debitur karena telah terjadinya transaksi penjualan kredit barang dan jasa ataupun peminjaman uang dan dapat diterima pelunasannya pada saat jatuh tempo.

2.1.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Piutang Usaha

Tujuan utama bagi koperasi adalah untuk memberikan kelonggaran kepada anggota-anggotanya pada waktu melakukan penjualan. Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk memperbolehkan anggota membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan. Penjualan dengan syarat demikian disebut penjualan kredit. Penjualan kredit inilah yang menimbulkan piutang.

Menurut Bambang Riyanto yang dikutip oleh Manullang dalam bukunya Pengantar Manajemen Keuangan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi piutang adalah sebagai berikut:

a. “Volume Penjualan Kredit

b. Syarat Pembayaran Penjualan Kredit

c. Ketentuan tentang Pembayaran Kredit

d. Kebijakan dalam Penagihan Piutang

e. Kebiasaan Pembayaran Pelanggan.”
(2005:38)

Berikut ini merupakan penjelasan dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi piutang.

a. Volume Penjualan Kredit
Makin besar proporsi penjualan kerdit dari total penjualan maka jumlah investasi dalam piutang juga demikian. Artinya perusahaan harus menyediakan investasi yang lebih besar dalam piutang, dan meski berisiko semakin besar, profitabilitasnya juga akan meningkat.

b. Syarat Pembayaran Penjualan Kredit

Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat, artinya keselamatan kredit lebih diutamakan daripada profitabilitas. Syarat pembayaran yang ketat antara lain tampak dari batas waktu pembayaran yang pendek atau pembebanan bunga yang berat untuk pembayaran piutang yang terlambat. Umumnya, syarat penjualan kredit dinyatakan dengan term tertentu, misalnya 20/10 net 30. Ini berarti bahwa apabila pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari sesudah waktu penyerahan barang, si pembeli akan mendapatkan potongan tunai sebesar 2% dari harga penjualan, dan pembayaran selambat-lambatnya dilakukan dalam waktu 30 hari sesudah waktu penyerahan barang. Jadi, batas waktu pembayaran adalah 30 hari. Semakin panjang waktu pembayarannya, semakin besar jumlah investasi dalam piutang.

c. Ketentuan tentang Pambatasan Kredit

Dalam penjualan secara kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atau plafon bagi kredit yang diberikan kepada para pelanggan. Makin tinggi plafon yang diberikan kepada para pelanggan, makin besar pula dana yang diinfestasikan ke dalam piutang. Dengan demikian, pembatasan kredit disini dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

d. Kebijakan dalam Penagihan Piutang

Kebijakan dalam menagih piutang, secara aktif maupun pasif, dapat dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang menjalankan kebijakan aktif dalam menagih piutang akan mempunyai pengeluaran dana yang lebih besar untuk membiayai aktivitas ini, namun dapat memperkecil risiko tidak tertagihnya piutang. Perusahaan juga berharap agar pelanggan menyetor pembayaran hutang tepat waktu. Kebijakan ini ditempuh dengan cara:

a. Memungut secara langsung

b. Memberi peringatan dengan mengirim surat kepada pelanggan

e. Kebiasaan Pembayaran Pelanggan

Sebagian pelanggan mempunyai kebiasaan membayar dengan menggunakan kesempatan mendapatkan cash discount, sedangkan sebagian lagi tidak demikian.

Perbedaan cara pembayaran ini tergantung kepada penilaian mereka terhadap kedua alternatif tersebut untuk mencari yang terbaik dan yang paling menguntungkan.

Apabila perusahaan telah menetapkan syarat pembayaran 2/10 net 30, para pelanggan dihadapkan pada 2 alternatif, yaitu akan membayar pada hari ke-30 atau hari ke-10 sesudah barang diterima. Alternatif pertama yaitu membayar pada hari ke-30, berarti bahwa mereka membayar harga sepenuhnya sesuai kredit penjual. Alternatif kedua, yaitu membayar pada hari ke-10, berarti mendapatkan cash discount sebesar 2%.

Pada umumnya para pelanggan lebih menyukai pambayaran pada hari ke-10 karena mendapat cash discount, dengan meminjam uang dari bank yang biasanya memiliki tingkat suku bunga lebih rendah daripada tingkat suku bunga kredit penjual.

Kebiasaan pelanggan untuk membayar dalam cash discount period atau sesudahnya akan berefek pada besarnya investasi dalam piutang. Apabila sebagian besar pelanggan membayar dalam masa discount, maka dana yang tertanam dalam piutang akan lebih cepat bebas. Artinya, investasi dalam piutang semakin kecil.

2.1.2.3 Pencegahan Risiko Kredit
Salah satu cara yang bisa dilakukan jika piutang itu telah terjadi yaitu dengan cara meneliti piutang yang kurang meyakinkan untuk dapat ditagih harus dicadangkan penghapusannya, sedangkan piutang yang sudah dianggap tidak tertagih sama sekali akan dihapuskan seluruhnya dan diakui sebagai beban biaya penghapusan piutang ragu-ragu atau membebani penghapusan piutang.

Hal yang bisa dilakukan koperasi untuk mencegah risiko kredit menurut Manullang dalam bukunya Pengantar Manajemen Keuangan yakni:

1. “Mencari informasi tentang mental atau kepribadian

2. Mencari informasi tentang kemampuan keuangan

3. Mencari informasi tentang jalannya perusahaan

4. Menetapkan kebijakan setahap demi setahap

5. Membatasi jumlah piutang

6. Meminta barang jaminan

7. Seleksi terhadap agen.”

(2005:43)

Berikut ini merupakan penjelasan dari hal yang bisa dilakukan koperasi untuk mencegah risiko kredit.

1. Mencari informasi tentang mental atau kepribadian


Untuk mendapatkan informasi ini perlu diketahui bagaimana penilaian masyarakat terhadap pelanggan yang bersangkutan mengenai bonafiditas dan karakter pelanggan tersebut. Jadi, penilaian diperoleh berdasarkan pandangan masyarakat serta pengalaman yang telah ada.

2. Mencari informasi tentang kemampuan keuangan


Informasi kemampuan keuangan diperoleh melalui laporan dalam bentuk neraca, laporan laba rugi serta laporan lainnya yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan dan hasil yang telah dicapai.

3. Mencari informasi tentang jalannya perusahaan 


Informasi ini menyangkut posisi keuangan perusahaan pelanggan dimasa mendatang karena ada kemungkinan bahwa pada saat diberikan piutang, posisi keuangan pelanggan menunjukkan keadaan yang menguntungkan, sedangkan untuk masa yang akan datang dapat berubah menjadi tidak menguntungkan. Jadi, perlu diselidiki apakah posisi keuangan perusahaan sekarang ini dapat dipertahankan untuk masa mendatang.

4. Menetapkan kebijakan setahap demi setahap


Dengan jalan ini, perusahaan akan mampu memberikan penilaian yang lebih valid dalam mengambil keputusan untuk pemberian piutang dihentikan, harus diberikan tetap dalam jumlah kecil atau malah memperbesar jumlah piutang yang diberikan kepada pelanggan tertentu.

5. Membatasi jumlah piutang


Kesalahan dalam menentukan keempat hal yang tersebut diatas masih tetap mungkin terjadi karena perusahaan kurang mampu menganalisisnya lebih jauh lagi. Apalagi hal tersebut berhubungan dengan apa yang terjadi dimasa depan sehingga sangat sulit diramalkan.

6. Meminta barang jaminan


Barang jaminan, baik berupa barang maupun Bank Guarantie, akan lebih menjamin piutang yang diberikan. Namun, perlu dipertimbangkan juga biaya penyimpanan barang jaminan tersebut dan praktiknya tidak selalu mudah dilakukan.

7. Seleksi terhadap agen


Adakalanya kemacetan penagihan piutang bukan pada pihak pelanggan akan tetapi pada pihak perusahaan itu sendiri, umpamanya akibat penyelewengan yang dilakukan pegawai perusahaan, sehingga penagihan tidak tepat pada waktunya.

Dalam manajemen piutang, perlu juga diperhatikan tingkat perputaran piutangnya. Karena makin tinggi tingkat perputarannya berarti semakin cepat dana yang diinvestasikan pada piutang usaha dapat ditagih menjadi uang tunai dan semakin sedikit biaya untuk penagihan piutang. Sebaliknya jika perputaran piutang rendah berarti piutang usaha membutuhkan waktu yang lebih lama untuk ditagih dalam bentuk uang tunai dan diperlukan biaya tambahan untuk penagihan piutang.

2.1.3 Pengertian Perputaran Piutang Usaha

Penjualan kredit yang dilakukan oleh koperasi mengakibatkan penundaan penerimaan kas atau timbulnya piutang usaha. Untuk mengetahui posisi piutang usaha dan taksiran waktu pengumpulan piutang usaha dapat dinilai dengan menghitung tingkat perputaran piutang usaha.
Perputaran piutang usaha menurut Niswonger dalam bukunya Prinsip-prinsip Akuntansi yang diterjemahkan oleh Alfonsus Sirait dan Helda Gunawan dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Hubungan antara penjualan kredit dan piutang usaha dapat dinyatakan sebagai perputaran piutang usaha (accounts receivable turnover).”
(2005:309)


Perputaran piutang usaha menurut Henry Simamora dalam bukunya Basis Pengambilan Keputusan Bisnis adalah sebagai berikut:

“Perputaran Piutang usaha (Account Receivable Turnover) adalah rasio yang memperlihatkan lamanya waktu dalam satu tahun untuk mengubah piutang usaha menjadi kas.”
(2000:243)


Sedangkan perputaran piutang usaha menurut Soemarso dalam bukunya Akuntansi Suatu Pengantar adalah sebagai berikut:

“Putaran piutang (Receivable turn over) menunjukkan beberapa kali suatu perusahaan menagih piutangnya dalam suatu periode.” 

(2005:393)


Maka, perputaran piutang usaha adalah suatu ukuran tertentu dalam menilai piutang usaha dan berapa kali piutang usaha tersebut dapat dikonversikan ke dalam kas selama periode tertentu.

Dalam menghitung perputaran piutang usaha, jumlah penjualan yang digunakan adalah jumlah penjualan bersih jika penjualan bersih tidak diketahui oleh umum. Selain itu, jumlah penjualan kredit dalam jumlah penjualan bersih lebih besar dibanding jumlah penjualan tunai. Saldo piutang rata-rata adalah saldo rata-rata piutang bersih (setelah dikurangi piutang tak tertagih) ditambah saldo akhir dibagi dua.

Rasio perputaran piutang usaha ini menggambarkan posisi piutang usaha koperasi serta menggambarkan kualitas dan kesuksesan koperasi dalam menagih piutangnya. Semakin tinggi perputaran piutang usaha menggambarkan semakin baik koperasi dalam menagih piutang serta menunjukkan modal kerja yang disimpan dalam piutang usaha rendah. Akan tetapi, jika rasio perputaran piutang usaha terlalu tinggi akan mengakibatkan ketidaksukaan anggota karena kebijakan kredit yang terlalu ketat. Sebaliknya jika perputaran piutang usaha rendah berarti koperasi terlalu banyak menyimpan modal kerja dalam piutang usaha atau bagian penagihan piutang tidak bekerja secara efektif. 

Menurut Munawir dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan bahwa penurunan rasio perputaran piutang dapat disebabkan oleh faktor di bawah ini. 

a. “Turunnya penjualan dan piutang

b. Turunnya piutang diikuti turunnya penjualan dalam jumlah lebih besar

c. Naiknya penjualan diikuti naiknya piutang dalam jumlah yang lebih besar

d. Turunnya penjualan dengan piutang yang tetap

e. Naiknya piutang sedangkan penjualan tidak berubah.”
(2004:75)


Ukuran ideal menurut Darsono dalam bukunya Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan bahwa:

“Rasio ideal untuk perputaran piutang adalah maksimal enam kali dalam satu tahun. Dibawah angka tersebut berarti manajemen kurang efisien dalam mengelola aktiva karena mengelola umur piutang.”

(2004:81)


Berdasarkan pengertian diatas, bahwa maksimal perputaran piutang dalam satu tahun adalah enam kali, bila kurang dari enam kali maka manajemen kurang efisien dalam mengelola aktiva karena mengelola umur piutang. Sebaliknya, jika perputaran piutang lebih dari enam kali, berarti manajemen terlalu ketat dalam kebijakan kredit.
2.1.5
Pengertian Laporan Keuangan


Laporan keuangan merupakan alat uji dari suatu pekerjaan bagian pembukuan suatu perusahaan, tetapi untuk selanjutnya laporan keuangan juga sebagai dasar untuk menentukan atau menilai posisi keuangan suatu perusahaan. Dimana dengan hasil analisa tersebut pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan. Dengan demikian, laporan keuangan dapat memberikan suatu informasi tentang posisi keuangan suatu perusahaan tersebut dalam periode akuntansi.


Untuk lebih mengetahui pentingnya arti laporan keuangan, berikut ini penulis mengutip dari beberapa sumber mengenai pengertian laporan keuangan.


Pengertian laporan keuangan menurut Munawir dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan menyatakan bahwa: 

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.”
(2004:2)

Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut IAI dalam bukunya Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca, Laporan Rugi-Laba, Laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai Laporan Arus Kas/Laporan Arus Dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.”
(2004:2)


Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses pencatatan akuntansi yang ringkas dari transaksi keuangan yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data aktvitas perusahaan tersebut.

2.1.5.1
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan


Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh suatu perusahaan digunakan oleh berbagai pihak dan kepentingan, tetapi laporan keuangan itu haruslah sama akan penyajian dan menurut ketentuan yang berlaku. Dari berbagai kepentingan yang berbeda akan suatu laporan keuangan haruslah memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan di dalam pengambilan keputusan ekonomi.


Informasi keuangan akan bermanfaat apabila dapat memenuhi kebutuhan setiap pemakai baik pihak ekstern maupun pihak intern. Seperti yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam bukunya Standar Akuntansi Keuangan, bahwa karakteristik laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Dapat dipahami

2. Relevan

3. Materialitas

4. Keandalan

5. Dapat dibandingkan.”
(2004:8)

Berikut ini merupakan penjelasan dari karakteristik laporan keuangan, yaitu:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dapat segera dipahami oleh pemakai.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi keuangan harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Dikatakan relevan, maksudnya adalah laporan keuangan tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan, menegaskan dan mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Materialitas

Informasi dipandang material kalau berkaitan untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (ommosion) atau kesalahan dalam mencantumkan (misstatement) karenanya materialitas lebih mengutamakan suatu ambang batas atau titik pemisah daripada suatu karakteristik kualitatif pihak yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

4. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi mempunyai kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (faithfull representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

5. Dapat dibandingkan

Para pemakai laporan keuangan dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasikan kecenderungann (trend) posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Selain itu, pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

2.1.5.2 Tujuan Laporan Keuangan

Bagi para analisis, laporan keuangan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan, laporan keuangan menjadi bahan sarana informasi (screening) bagi analis dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam suatu periode dan arus dana (kas) perusahaan dalam periode tertentu.

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam bukunya Standar Akuntansi Keuangan adalah sebagai berikut:

“Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.”
(2004:4)

Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan sangat diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut. Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumberdaya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.


Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan mengemukakan tujuan laporan keuangan dan membaginya menjadi dua, yaitu:

1. “Tujuan Umum

2. Tujuan Khusus.”
(2001:133)

Berikut ini merupakan penjelasan dari tujuan laporan keuangan, yaitu:

1. Tujuan umum, menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan, secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima.

2. Tujuan khusus, memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, serta informasi lainnya yang relevan.

Laporan keuangan yang disusun untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Meskipun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam proses pengambilan keputusan ekonomi mereka. Selain untuk tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan untuk manajemen (stewardship) atau menggambarkan pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.

2.1.6
Analisis Laporan Keuangan


Kondisi keuangan merupakan suatu keadaan atau posisi keuangan suatu instansi atau erusahaan yang dikaitkan dengan aktivitas dana atau keuangan dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Kondisi keuangan dapat diketahui dngan cara menganalisis laporan keuangan yang telah disusun oleh suatu perusahaan.

 
Pengertian Analisis Laporan Keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya Analitis Kritis Atas Laporan Keuangan mengungkapkan bahwa:

“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan hubungannya yang bersifat signifikan atau mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan kepuasan yang tepat.”

(2001:190)
Analisis Laporan Keuangan perlu dilakukan karena sangat bermanfaat bagi para penganalisa untuk dapat mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari perusahaannya akan diketahui hasil-hasil yang dicapai di waktu-waktu yang lalu dan waktu yang sedang berjalan, hal ini sangat penting artinya bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.6.1
Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Analisis terhadap laporan keuangan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat perkembangan suatu perusahaan.


Analisis laporan keuangan menurut Soemarso dalam bukunya Akuntansi Suatu Pengantar adalah sebagai berikut:

“Hubungan antara suatu angka lain yang mempuyai makna atau dapat menjelaskan arah perubahan suatu fenomena.”
(2005:380)

Sedangkan Analisis Laporan Keuangan menurut John J Wild dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan yang diterjemahkan oleh Yonivi S. Bachtiar yaitu:

“Aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis.”
(2005:3)

Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari analisis laporan keuangan menggunakan angka dalam melakukan aktivitasnya untuk menjlaskan berbagai kondisi keuangan suatu perusahaan dan kecenderungan dari hubungan tersebut sepanjang waktu tertentu yang sangat berguna dalam pengambilan suatu keputusan. Analisis laporan keuangan difokuskan pada hal-hal tertentu mulai dari kualitas laporan keuangan, pendapat akuntan, praktik, dan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan, jenis dan kelengkapan laporan akuntan. Juga dilihat tingkat perbandingannya, updatenya, apakah dikonsolidasi dengan anak perusahaan atau afiliasi lainnya.

2.1.6.2
Tujuan Analisa Laporan Keuangan


Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan dianalisa lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang dapat mendukung keputusan yang akan diambil.


Menurut Munawir dalam bukunya Analisa Keuangan, dalam menganalisa dan menilai posisi keuangan dan potensi atau kemajuan-kemajuan perusahaan, faktor yang paling utama untuk mendapatkan perhatian oleh penganalisa adalah:

1. “Likuiditas

2. Solvabilitas

3. Rentabilitas atau profitability

4. Solvabilitas usaha.”



(2004::31)


Berikut ini merupakan penjelasan dari kutipan diatas.

1. Likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.

2. Solvabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajuban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Rentabilitas atau profitability, adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

4. Stabilitas usaha adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya dan akhirnya membayar kembali hutang-hutang tersebut tepat pada waktunya, serta kemampuan perusahaan untuk membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keungan suatu perusahaan perlu dianalisa karena dengan analisa tersebut akan diperoleh semua jawaban yang berhubungan dengan masalah posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.                                                                                               

2.1.7
Tingkat Likuiditas

2.1.7.1
Pengertian Likuiditas

Tingkat likuiditas suatu badan usaha dapat diperlukan untuk menjamin keamanan para kreditor yang telah menginvestasikan modalnya berupa pinjaman. Bagi badan usaha tersebut, pinjaman ini merupakan kewajiban yang harus dibayar tepat pada jatuh tempo.

Menurut Munawir dalam bukunya Analisa Keuangan likuiditas dapat diartikan sebagai berikut:

“Likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.” 
(2004:31)
Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan ‘likuid’. Sebaliknya jika perusahaan tidak dapat segera memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan ilikuid.

Sedangkan menurut John J Wild dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan yang diterjemahkan oleh Yanivi Bachtiar likuiditas didefinisikan sebagai berikut:

“Likuiditas adalah untuk mengevaluasi kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek”.
(2005:38)


Dari definisi likuiditas yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa likuiditas merupakan kemampuan suatu badan usaha untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang tersedia, terutama kas sebagai alat pembayaran kewajiban jangka pendek yang paling likuid.

2.1.7.2 Quick Ratio (Rasio Cepat)
Rasio cepat (quick ratio) sering juga disebut rasio uji ketat (acid test ratio) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat likuiditas perusahaan.
Pengertian Rasio cepat menurut Niswonger dalam bukunya Prinsip-prinsip Akuntansi yang diterjemahkan oleh Alfonsus Sirait dan Helda Gunawan dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dengan segera (instant).”
(2000:101)

Rasio ini merupakan rasio total aktiva cepat terhadap total kewajiban lancar. Aktiva cepat terdiri dari kas dan aktiva lancar lainnya yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi kas.

Sedangkan menurut Warren dalam bukunya  Pengantar Akuntansi  yang diterjemahkan oleh Nurwahyu Harahap rasio cepat dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Cara untuk mengungkapkan hubungan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar.”
(2000:908)

Menurut Munawir dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan, bahwa Quick Ratio dapat diartikan sebagai berikut:

“Quick Ratio merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan, karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisir menjadi uang kas dan menganggap bahwa piutang dapat segera direalisir sebagai uang kas.”

(2004:74)


Menurut Manullang dalam bukunya Pengantar Manajemen Keuangan juga mengungkapkan definisi quick ratio adalah sebagai berikut:

“Quick ratio yaitu perbandingan antara jumlah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tanpa memperhitungkan persediaan. Hal ini dilakukan karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk ditunaikan menjadi uang cash.”

(2005:19)


Dari definisi quick ratio yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa quick ratio merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya minus persediaan, karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk ditunaikan menjadi uang kas.
2.1.8 Perputaran Piutang Usaha dan Quick Ratio
Likuiditas merupakan kemampuan koperasi untuk membayar utang jangka pendek pada saat jatuh tempo. Salah satu indikator yang menggambarkan likuiditas yaitu dengan quick ratio.  Quick ratio menggambarkan kemampuan untuk membayar utang jangka pendek dengan aktiva lancar yang digunakan adalah surat berharga, kas, dan piutang.

Piutang usaha merupakan salah satu unsur aktiva lancar yang digunakan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo. Piutang usaha tidak dapat langsung digunakan untuk membayar kewajiban koperasi pada saat jatuh tempo. Melainkan harus dikonversi dulu menjadi kas. Untuk mengkonversi piutang usaha menjadi kas membutuhkan jangka waktu. Jangka waktu yang diperlukan untuk mengkonversi piutang usaha menjadi kas diukur dengan perputaran piutang usaha (turn over receivable).

Menurut As Mahmoeddin dalam bukunya Melacak Kredit Bermasalah yang dijelaskan berikut ini, bahwa:

“Setiap perusahaan apapun memerlukan likuiditas untuk membiayai operasional perusahaannya (koperasi). Perusahaan (koperasi) yang lancar dan dikelola dengan baik, maka ia selalu memiliki kemampuan likuiditas. Jika terjadi akan mengancam kemampuannya membayar kewajibannya. Jadi, perputaran piutang merupakan unsur penting dalam menentukan kelancaran usaha. Makin tinggi perputaran piutang berarti makin lancar usahanya. Jika terjadi penurunan perputaran berarti menurun pula kelancaran usahanya.”
(2004:32)

Seperti pernyataan diatas, bahwa semakin tinggi perputaran piutang usaha berarti semakin cepat piutang usaha dapat dikonversi menjadi kas. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan koperasi dalam membayar utang jangka pendek pada saat jatuh tempo akan segera terpenuhi, dengan kata lain quick ratio koperasi tersebut tinggi. Sebaliknya jika tingkat perputaran piutang rendah, berarti piutang usaha membutuhkan waktu yang lebih lama agar piutang usaha dapat dikonversi menjadi kas. Hal ini juga menunjukkan bahwa kemampuan koperasi saat jatuh tempo tidak akan terpenuhi atau terhambat. Dengan kata lain, quick ratio tersebut rendah.

Dengan demikian, perputaran piutang berhubungan dengan kelancaran operasi koperasi, terutama berkaitan dengan pemenuhan kewajiban yang akan jatuh tempo atau likuiditas.
2.2 Kerangka Pemikiran
Dalam perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai peranan yang sangat penting. Bentuk usaha ini dicita-citakan oleh Bangsa Indonesia sebagai usaha yang paling cocok. Hal ini dengan jelas dicantumkan dalam UUD 1945. Kehidupan koperasi di Indonesia diatur dalam UUD no. 25 th 1992. Menurut Undang-undang tersebut di atas, yang dimaksud dengan koperasi adalah:

“Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan.”
Koperasi menurut Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27 adalah sebagai berikut:

“Badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.”

(2004; 27)
Tujuan utama pendirian koperasi yaitu untuk melayani dan membantu kepentingan anggotanya dalam memenuhi kebutuhan ekonominya salah satunya dengan memberikan kelonggaran kepada anggota-anggotanya pada saat melakukan penjualan. Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk memperbolehkan anggota membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan. Penjualan dengan syarat demikian disebut penjualan kredit. Akibat dari penjualan kredit inilah yang menimbulkan piutang usaha, yaitu tagihan atas penggunaan uang, barang atau jasa dari koperasi. Penjualan kredit yang dilakukan oleh koperasi selain untuk membantu anggotanya juga memberi peluang untuk perluasan usaha sehingga dapat menambah laba usaha karena meningkatnya penjualan.

Selain menambah laba usaha karena meningkatnya penjualan, penjualan kredit bisa menimbulkan masalah bagi koperasi. Masalah umum dihadapi dalam penjualan kredit adalah dalam penagihan piutang yang telah jatuh tempo tidak selalu dapat diselesaikan seluruhnya atau bahkan debitur tidak mampu lagi melunasi kewajiban keuangannya. Jika keadaan ini terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama maka akan menimbulkan kerugian bagi koperasi.

Penjualan kredit yang dilakukan oleh koperasi mengakibatkan penundaan penerimaan kas. Penerimaan kas masuk (inflow cash) baru akan diterima oleh koperasi pada hari jatuh tempo pelunasan piutang. Dengan demikian untuk mengetahui kemampuan dan jangka waktu yang diperlukan piutang usaha menjadi kas dapat dinilai dengan menghitung tingkat perputaran piutang usaha (Turn Over Receivable). Perputaran piutang usaha menurut Darsono dalam bukunya Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan yaitu sebagai berikut:

“Ukuran seberapa kali saldo rata-rata piutang dikonversikan ke dalam kas selama periode tersebut.”
(2004:59)

Sedangkan untuk menghitung perputaran piutang usaha menurut Darsono dalam bukunya Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan yaitu:


(2004:59)

Menghitung perputaran piutang usaha yaitu dengan membagi total penjualan kredit dengan piutang rata-rata. Piutang rata-rata diperoleh setelah dikurangi piutang tak tertagih.

Menurut Warren dalam bukunya Pengantar Akuntansi yang diterjemahkan oleh Nurwahyu Harahap, dikemukakan bahwa:

“Untuk menghitung perputaran piutang, penjualan kredit bisa diganti dengan penjualan bersih.”
(2005:309)
Perlu diketahui bahwa penjualan kredit selalu dijadikan pembilang. Namun, penjualan kredit umumnya tidak diketahui oleh pihak luar, untuk itu digunakan penjualan bersih sebagai pembilang.

Jadi rumus untuk menghitung tingkat perputaran piutang (Turn Over Receivable), menurut Warren dalam bukunya Pengantar Akuntansi yang diterjemahkan oleh Nurwahyu Harahap yaitu:


 (2005:309)

Sedangkan menurut Soemarso dalam bukunya Akuntansi Suatu Pengantar perputaran piutang dikemukakan sebagai berikut:

“Putaran Piutang (Receivable Turnover) menunjukkan beberapa kali suatu perusahaan menagih piutangnya dalam suatu periode.”

(2005:393)
Sumarso juga mengemukakan dalam bukunya Akuntansi Suatu Pengantar bahwa perputaran piutang dapat dihitung sebagai berikut:



 (2002:393)
Kemampuan dan jangka waktu yang diperlukan mengkonversikan piutang menjadi tagihan atau kas, keduanya tergantung atau dipengaruhi tingkat perputarannya (rate of turn over).”

Kemampuan untuk mengkonversikan piutang usaha menjadi kas tergantung pada proses penagihan atau pengumpulan piutang. Semakin lama piutang itu tidak dibayar tepat pada jatuh temponya, maka semakin kecil harapan untuk dapat dilunasi piutangnya.

Selain persediaan barang dagang, piutang usaha merupakan aktiva lancar non kas yang penting dalam koperasi. Kemampuan mengkonversi aktiva non kas menjadi kas merupakan dasar pengukuran tingkat likuiditas. Tingkat likuiditas adalah kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar terdapat pada saat jatuh tempo.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Harnanto dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan  adalah sebagai berikut:

“Kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek dari suatu perusahaan terletak pada atau diukur dari kemampuannya untuk mendapatkan kas (alat pembayaran) atau kemampuannya untuk mengkonversikan aktiva non kas menjadi kas.”

(1991:173)

Sedangkan menurut Keown dalam bukunya Dasar-dasar Manajemen Keuangan yang diterjemahkan oleh Chaerul D Djakman mengemukakan hubungan antara perputaran piutang dengan likuiditas adalah sebagai berikut:

“Rasio perputaran piutang biasanya digunakan dalam hubungannya dengan analisis terhadap likuiditas, karena memberikan ukuran kasar tentang seberapa cepat piutang perusahaan menjadi kas semakin likuid.”
(2001:94)

Tingkat likuiditas merupakan faktor yang penting bagi koperasi, karena melalui posisi likuiditas pengurus dapat mengetahui kemampuan koperasi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Pengukuran tingkat likuiditas koperasi sama dengan perusahaan pada umumnya, yakni dengan menghitung rasio lancarnya (current ratio) atau rasio cepat (quick ratio). Jika dibandingkan dengan current ratio, quick rasio memberikan indikator yang lebih baik dalam mengukur likuiditas dikarenakan persediaan barang dagang dan beban dibayar dimuka tidak ikut sertakan.  Seperti yang dikemukakan oleh Darsono dalam bukunya Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan bahwa Quick Ratio yaitu:

“Kemampuan Aktiva Lancar minus persediaan untuk membayar kewajiban lancar.”

(2004:52)

Sedangkan dalam menghitung Quick Ratio menurut Darsono dalam bukunya Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan dapat dinyatakan sebagai berikut:

 (2004:52)

 Sehingga aktiva lancar yang digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek mudah dicairkan atau diuangkan segera. Menurut John J Wild dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan yang diterjemahkan oleh Yonivi S Bachtiar bahwa quick ratio dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut:



(2005:41)  
Sedangkan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Diklat PU Wilayah II Bandung, rumus untuk menghitung quick ratio adalah sebagai berikut: 
         

Kas merupakan aktiva lancar yang paling likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo. Salah satu sumber kas yang diterima koperasi adalah piutang usaha. Maka perputaran piutang usaha merupakan alat ukur yang berhubungan dengan tingkat likuiditas.

Secara keseluruhan, paradigma penelitian yang merupakan alur proses berpikir dari kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:























Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
2.3
Hipotesis

Menurut Uma Sekaran dalam bukunya Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, hipotesis dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.”

(2006:135)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan definisi dari hipotesis dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwa “perputaran piutang berhubungan dengan quick ratio.”
Maka hipotesis yang dapat di ambil penulis yaitu, adanya hubungan positif antara perputaran piutang usaha dengan quick ratio.
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